
4. Undang-Undang . 

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Llngkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negiua Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

bahwa guna memenuhl ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 
2017 dan sebagai rician Jebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 
2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun Anggaran 2017; 

BUPATI BOYOLALI, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR ,"t TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGOUNOJAWABAN PELAKSANAAN 
ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH 



13. Peraturan =r' 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentans Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta.hun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Daera.h Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tabun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Oaerab Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerab Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 176); 

8. Peraturan Daerab Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerab (Lembaran Daerab Kabupaten Boyolali Tahun 
2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerab 
Kabupaten Boyolali Nomor 125); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tatlun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tabun 
2017 Nomor 11); 

11. Peraturan Daerab Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerab 
Kabupaten Boyolali Tabun 2018 Nomor 7); 

12. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuang,an Daerab 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310); 
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c, Belanja ··r 

38.847.552.540,00 
64.761.380.735,00 

113.187.593.467,00 
166.288.326.060,00 
35.916.531.385,00 

1.148.359.157 ,00 
420.149.743.344,00 

b. Belanja Modal 
I) Belanja Tan ah Rp 
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp 
3) Belanja Gedung dan Bangunan Rp 
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 
5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 
6) Belanja Pengadaan Asct Tak Berwujud Rp 

Jumlah Belanja Modal Rp 

Rp 879.903.256.401,00 
Rp 434.054.107.439,00 
Rp 31.007.099.990,00 
Rp 21.190.966.000.00 
Rp 1.366.155.429.830,00 

2. Belanja 
a. Belanja Operas! 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bantuan Sosial 

JumJah Belanja Operasi 

- 

Rp 388.014.897.386,00 
RP l.775.272.436.868,00 
Rp 13.208.936.000,00 
Rp 2.176.496.270.254,00 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b, Pendapatan Transfer 
c. Lain-lain Pcndapatan Oaerab yang sah 

Jumlab Pendapatan 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI BOYOLAU TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNOJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 
ANGOARAN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerinrahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Oaerah (Belita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 1425); 

14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali 
(Serita Oaerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 
6); 
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Pasal 5 . 

Penjabaran laporan realisasi anggaran seba.gaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercanrum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagajmana dimaksud dalam 
Pasal J dirinci lebih lanjut ke dalaJn penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud da1am 
Pasal I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

c. Belanja Tak Terduga 
I) Belanja Tak Terduga Rp 828.824.278,00 

d. Belanja Transfer 
I) Transfer Bagi Hasil Psndapatan Rp 5.841.497 .000,00 
2) Transfer Bantuan Keuangan Rp 355.452.860.585,00 

Jumlah Belanja Transfer Rp 361.294.357.585,00 

Jumlah Belanja Rp 2.148.428.355.037,00 
Surplus / (Defisit) Rp 28.067.915.217,00 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 153.343.928.335,50 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 27.§22.§} 2.§JJ,OO 

Pembiayaan Netto Rp 125.651.115.702,50 

-- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Tahun Berkenaan Rp 153. 719.030.919,50 
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SIH AGNES SRI 

KEPALA BAOIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI, 

Salinan sesual dengan aslinya 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR <;f 

SUunlANTO 

Asisten Adf11flni' strasi Umum, 

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal e ....,....._. 2018 

fj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA N BOYOLALI 

;ENO SAMODRO 

- 

Ditetapkan di Boyolali 
pada tangga! 8 ~ 2018 

BUPATI BOYOLALIJt, 

... ~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Boyolali. 

Pasal 5 
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